BUKTI DUKUNG

INDIKATOR 1 - TATA KELOLA PEMERINTAH DIGITAL

Level 2 / Emerging - Butir 1

Sebagian substansi Rencana Aksi Nasional Pemerintah Digital
pada perencanaan Instansi Pemerintah

Pemerintah Kabupaten Murung Raya
Tahun 2026
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1. Maksud Dokumen

Dokumen ini merupakan ringkasan bukti bahwa sebagian substansi Pemerintah Digital telah termuat dalam

dokumen perencanaan Kabupaten Murung Raya. Ringkasan ini disusun khusus untuk memenuhi data dukung

Level 2 / Emerging Butir 1 dan tidak menggantikan dokumen sumber.

2. Dokumen Sumber dan Perannya

Dokumen sumber

Peran terhadap bukti

Keterangan

RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun
2025-2029

Menunjukkan arah pembangunan
daerah, termasuk penguatan tata kelola
dan penyelenggaraan SPBE.

Arah makro pembangunan daerah.

Renstra Diskominfo, Statistik dan
Persandian Tahun 2025-2029

Menjabarkan arah teknis transformasi
digital, e-government, data/statistik, TIK,
dan persandian.

Penjabaran operasional perangkat
daerah.

Peta Rencana SPBE Kabupaten Murung
Raya 2024-2028

Menunjukkan tahapan inisiatif,
pelaksana, target, dan kegiatan SPBE.

Roadmap pelaksanaan secara
bertahap.

3. Kesimpulan

Ketiga dokumen tersebut saling melengkapi: RPJMD memberi arah pembangunan daerah; Renstra Diskominfo
menerjemahkan arah tersebut ke dalam tujuan, sasaran, strategi, dan program perangkat daerah; sedangkan
Peta Rencana SPBE menerjemahkan substansi tersebut ke dalam tahapan inisiatif SPBE. Dengan demikian,
terdapat dasar perencanaan untuk sebagian substansi Pemerintah Digital di Kabupaten Murung Raya.
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4. Ringkasan Keterkaitan Substansi Pemerintah Digital

Substansi Pemdi

RPJMD

Renstra Diskominfo

Peta Rencana SPBE

Tata kelola dan koordinasi

Arah peningkatan tata kelola
pemerintahan dan SPBE.

Tujuan tata kelola pemerintahan
digital yang aman, terbuka, dan
berbasis data.

Kebijakan arsitektur, peta
rencana, tim koordinasi, serta
evaluasi tata kelola.

Layanan digital

Peningkatan kualitas layanan
pemerintahan dan publik.

Penguatan transformasi digital
dan penyelenggaraan e-
government.

Portal layanan publik/internal,
survei pengguna, dan
pengembangan layanan.

Data dan interoperabilitas

Pembangunan yang terintegrasi
dan berbasis data.

Penguatan statistik sektoral
sebagai dasar perencanaan dan
evaluasi.

Manajemen data, portal
data/dashboard, integrasi
aplikasi, dan APl gateway.

Aplikasi dan integrasi

Penguatan SPBE sebagai bagian
dari kinerja pemerintahan.

Penyelenggaraan e-government

dan TIK sesuai tugas Diskominfo.

Pembangunan, pemeliharaan,
dan integrasi aplikasi prioritas.

Infrastruktur dan konektivitas

Mendukung pelayanan
pemerintahan dan masyarakat.

Penguatan infrastruktur TIK dan
konektivitas.

Pusat data, capacity plan,
jaringan intra, WiFi, dan pusat
pemulihan bencana.

Keamanan dan evaluasi

Penguatan akuntabilitas dan
keandalan penyelenggaraan
pemerintahan.

Persandian dan keamanan
informasi sebagai urusan
perangkat daerah.

Kebijakan/SOP keamanan, VAPT,
audit TIK, serta reviu berkala.

5. Posisi Bukti

Bukti ini digunakan untuk menunjukkan bahwa sebagian substansi Pemerintah Digital telah tersedia dalam

perencanaan daerah dan perangkat daerah. Bukti ini belum digunakan untuk menyatakan seluruh substansi telah
dianggarkan atau seluruh layanan prioritas telah diisi pada SIAP Digital; kedua hal tersebut dibuktikan pada butir

data dukung berikutnya.
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Lampiran A. Cuplikan RPJMD
RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029

Halaman dokumen sumber terkait kondisi dan penguatan penyelenggaraan SPBE.

Kabupaten
Murung Raya

adanya implementasi kebijakan internal, tata kelola, penyelenggaraan
dan layanan SPBE yang semakin terintegrasi. Meskipun demikian,
capaian ini masih memerlukan upaya pengoptimalan yang signifikan
terutama pada tantangon akan  kurangnyd penerdpdn  dspek
perencanaan strategis, aspek teknologi informasi dan komunikasi,
penyelenggara SPBE, penerapan mandjemen SPBE, dan pelaksanaan

audit TIK.

) . Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah e
Tahun 2025-2029 \_

Cuplikan RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029.
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Lampiran B. Cuplikan Renstra Diskominfo
Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025-2029

Halaman dokumen sumber terkait tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan perangkat daerah.

Tabel 111.3

Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Murung Raya

NSPK DAN TARGET TAHUN
Rsﬁ:glt,‘:ic TUJUAN SASARAN INDIKATOR BA;g;"ilrE KET
RELEVAN 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1) 2) @ “) 5) () (U] @ 9) (10) 1y (12)
Menyelenggara | Mewujudkan Indeks
kan urusan tata kelola Pemerintah 2,62 2,70 2,90 3,00 3,20 3,40 3,50
pemerintahan | pemerintahan Digital (Pemdi)
bidang digital yang
komunikasi, aman, terbuka,
informatika, dan berbasis Terwujudnya | Indeks SPBE
statistik dan data di transformasi (terkait Tata
persandian; lingkungan layanan publik | Kelola) 3,10 3,15 | 3,20 | 3,30 | 3,40 | 4,00 | 4,10
dan Pemerintah berbasis
Kabupaten digital
Terwujudnya Murung Raya
transformasi
pelayanan Terwujudnya Indeks
publik yang layanan Pembangunan
inovatif statistik yang | Statistik (IPS) 2,35 2,40 | 2,60 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00
akurat dan
dapat
diandalkan
Meningkatnya | Indeks SPBE
kemanan (terkait 1,33 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 2,80 | 3,00
informasi Keamanan)
Rankhir Renstrav Dinas Kominfo; Santiks Tahuww 2025-2029 | hal 35

Cuplikan Renstra Diskominfo Tahun 2025-2029.
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Lampiran C. Cuplikan Peta Rencana SPBE
Peta Rencana SPBE Kabupaten Murung Raya

Halaman dokumen sumber terkait roadmap penyelenggaraan SPBE dan target tahapan pelaksanaan.

.. A

2.1. Peta Rencana Penyelenggaraan SPBE Kabupaten Murung Raya 2024-2028
Tabel 2.1.1. Peta Rencana Penyelenggaraan SPBE

Misi 5 : Melaksanakan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik Dalam Rangka Meningkatkan Percepatan Pembangunan Daerah

Tujuan : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Adaptif

Sasaran :

4. 2. Meningkatnya Akuntabilitas dalam Manajemen pemerintah

4. 3. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik
4. 4. Meningkatnya Keterpaduan Penyelenggaraan Berbasis Elektronik

2023 2024 2025 2026 2027 2028
Indikator Nilai SAKIP cc B B BB BB BB
Indikator Indeks SPBE 1.77 214 2.36 2.59 28 3.0
Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Baik Sangat Sangat Baik Sangat | Sangat. | iSengat

Baik Baik Baik Baik

Baseline

Target Pemenuha Estimasi
Project/Activities ‘ n Indikator A

INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE: Layanan Internal dan Publik yang Optimal dan Efisien

I S S

A Kebijakan SPBE

1 Kebijakan Arsitektur SPBE

Cuplikan Peta Rencana SPBE Kabupaten Murung Raya, Bab Il Roadmap dan Estimasi Anggaran.
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